GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR 37TAHUN 2013
TENTANG

CAPAIAN, TARGET, DAN RENCANA PEMBIAYAAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan
Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Capaian, Target dan
Rencana Pembiayaan Standar Pelayanan Minimal Bidang
Perhubungan;

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat | Sumatera Selatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1859 Nomor 70, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemernintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844),

3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar
Pelayanan Minimal;



Menetapkan

5.

2

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.81 Tahun 2011
tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan
Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 560);

MEMUTUSKAN :

. PERATURAN GUBERNUR TENTANG CAPAIAN, TARGET, DAN

RENCANA PEMBIAYAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BIDANG PERHUBUNGAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

(1)

Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera
Selatan.
Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika adalah Dinas
Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera
Selatan.
Biro Organisasi dan Tatalaksana adalah Biro Urganisasi dan
Tatalaksana Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan tentang jenis dan
mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah
yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
Indikator Standar Pelayanan Minimal adalah tolok ukur prestasi
kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan
besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian
suatu Standar Pelayanan Minimal tertentu, berupa masukan,
proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan.
Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang
mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat
dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.

BAB i

RUANG LINGKUP

Pasal 2
Peraturan Gubernur ini menjadi acuan dalam penerapan
Standar Pelayanan Minimal oleh Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika.
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(2) Standar Pelayanan Minimal diterapkan dalam rangka
penyelenggaraan urusan wajib Pemerintah Provinsi yang
berkaitan dengan pelayanan dasar sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

BAB il
PRINSIP-PRINSIP STANDAR PELAYANAN MINIMAL
Pasal 3

(1) Penetapan Standar Pelayanan Minimal oleh Pemerintah

Provinsi merupakan bagian dari penyelenggaraan pelayanan

dasar nasional.

(2) Standar Pelayanan Minimal bersifat sederhana, konkrit, mudah
diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan
serta mempunyai batas waktu pencapaian.

BAB IV
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
Pasal 4

(1) Penetapan target tahunan pencapaian Standar Pelayanan
Minimal oleh Pemerintah Provinsi menjadi salah satu acuan
dalam  menyusun perencanaan dan  penganggaran

penyelenggaraan Pemerintah Provinsi.

(2) Penetapan  pencapaian Standar Pelayanan  Minimal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan
Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah.

(3) Target tahunan pencapaian Standar Pelayanan Minimal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan ke dalam
Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan
Kerja Perangkat Daerah, Kebijakan Umum Anggaran, Rencana
Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai
klasifikasi belanja daerah dengan mempertimbangkan

kemampuan keuangan Pemerintah Provinsi.

(4) Penetapan target tahunan pencapaian Standar Pelayanan
Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubemnur ini.



BAB VWV
PELAPORAN
Pasal 5

Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
menyampaikan laporan umum tahunan Kinerja penerapan dan
pencapaian Standar Pelayanan Minimal kepada Gubernur melalui
Biro Organisasi dan Tatalaksana.

BAB VI
PENGAWASAN
Pasal 6

Pengawasan terhadap penerapan Peraturan  Gubernur ini
dilaksanakan oleh Asisten Administrasi dan Umum Sekretariat
Daerah Provinsi dan secara teknis dilaksanakan Biro Organisasi
dan Tatalaksana.

BAB Vi

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan
Gubernur Nomor 43 Tahun 2012 tentang Pedoman Standar
Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan (Berita Daerah Provinsi
Sumatera Selatan Tahun 2012 Nomor 43), dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.

Pasal 8
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
,padatanggal 11 Okteber 2013

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,
dto.

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 11 Okteber 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,

dto.

H. MUKTI SULAIMAN

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2013 NOMOR 37



LAMPIRAMN

: PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 37 TAHUN 2013
TANGGAL 11 OKTOBER 2013
CAPAIAN, TARGET DAN RENCANA PEMBIAYAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG PERHUBUNGAN
PELAYANAN DASAR cAPAlAK, TARGET, DAN RENCANA PEMBIAYAAN SPM
TARGET S CAPAIAN e TAHUN 2013 TAHUN 2014 TAHUN 2015 TOTAL RENCANA etsrangen
INDIKATOR NASIONAL 2012 (%) TARGET TARGET RENCANA TARGET RENCANA PEMBIAYAAN
KT P
%) W %) PROGRAM/ KEGIATAN |RENCANA PEMBIAYAAN %) PROGRAM/ KEGIATAN PEMBIAYASN %) ROGRANY KEGIATAN SEIARIAYALN
2 3 4 5 & 7 B -] in 11 13 13 14 15 1B
Tersedianya angkutan umum yang Program Pengembangan Frogram Pengembangan Program Pengembangan
mietayan wilzvah yang telzh tarsedla LLAJ [APEN) LLAJ {APEIN) LLAN [APEN) Dékeloda Oleh Perusahaan
jaringan alan untk jaringan jalan 100,00 2014 8950 | 10,50 20,000.000.000 100 20,000,000,000 100 20.000.000.000 GOL000.000,000 Swasts atau Perseorangan
Prawinsi
Tersedlanya terminal angkutan Program Pengembangan Fragram Pengembangan Program Pengembangan
penumpeng tpe A peda setiap Provinsl LLAJ [APBN] LLAJ |APEMN) LLAL [APEN] K dik
untuk melayant angkutan umum delsm | 10000 014 53,33 | 4567 20,000.000.000 100 20.000.0000000 100 20,000.000.000 0,000, 000.000 u“_._ﬂ.““”n_”._ ementerizn
trayak
Tersadianya fasifitas perlengkapan jalan Pengadaan dan Pengadean dan Prngadaan dan
[rambu, marka dan guardrill) dan Pernacangan Fasiltas Pamasangan Fasilitas Pemasangan Fasilitas
penerangan falan umum (P} pada Kesptamatan LLA Rias Keselamatan LLAI Ruas Keoalamatan LLA) Ruas
Jalam Provinsi lakan [Kab.N.Enim, [dalan {Kab. Muba, Faskes Jzlen (Kab.huba, Faskes
Faskes dalam kota LLAJ i Kota Palembang, LLA) di Kata Palembang,
Palambang, Faskes Jakan Faskes Kab. PALY, Faskes Faskes Kab, PALI, Faskes
60,00 014 E4,23 -24,23 75  |Palambang -TA#K, Faskes 4,850,000.000 g} (ELAJ di Kota Pagaralam, 4. 275.000,000 100 |LLAY di Kota Pagaralarm, 11.000.000.000 20.125.000,000
di Kab. Lahat) |Faskes LLAJ di Kab. DKI) Faskes LLAJ ¢ Kab, OKI}
Tarpenahinya standar keselamatan bagi |Pelaksanazn Pelaksanaan Pelaksanaan
|angkutan umum yang melayani trayek |Pengawasan, Penertiban Fengawasan, Penertiban Pengawasan, Fenartiban
Antar Kota Dalam Provins (AKDP] \Perizinan dan Laik Jalan Perizinan dan Lalk fzlan Perizinan dan Lalk Jalan
100,00 2014 #0500 | 10,50 g0 |Kend.Bermotor 2.500.000.000 gp  |kend.Bermotor 3.000.000.000 100 [Nend. Bermotor 3.500,000.000 9000.000.003
Tersedianya SO0 yang memdliki Program Lalk Jalan Program Lalk Jalan Pragram Lalk falan
kormpetens| sebagal pengawas kelalan Kandarsan Bermotor Kendaraan Bermotor Kendaraan Barmotor
kendaraan pada perusahasn angkutan [APBM] - [4PEN] [APaN) Balurn adanya Formasl CPNS
urmwm, pengalla tarmingl, dan 104,00 2014 B5,00 | 15,00 50 1.000,000,000 ] 2,000.000.000 100 2.000.000.000 5,000,000.000 il Posis] hersabust
pengedola pertenghkapan Jalan
Tersedianya angkutan sungal dan danau Program Pangembangan Program Pangembangan Pregram Pangembangan
untuk rrelayan jaringan trayek antar LLASDP (A FaN) LLASDP {APEN] LLASDIP (APEM)
Kabupaten/Kata dalam Praving pada Dikebota Oleh Perisahann
&0U0G0.000.000 .000.003.000 B0,
wikityah vang tersadka alur palayacan 75,00 2014 62,10 | 12,80 75 55,690.000.000 ] 100 60.000 175.E60.000.000 Swasta atau Perseorangan
sungal dan danau yang dapat dilayar




7 [Tersedianya pelabwhan sungsi dan Pragram Pengambangan Pembanguna Dermaga Pembanguna umn_.alm
danau untuk melayani kapal sungal dan LLASD? Pulo Kemaras, - Puks Kemarsi, il
danau yang beroperasi pada faringan M””Ha_“_q”.?.wn Kampung ””_Mh:_:wn Kamgung
trayek antar Kabupaten/Kota dalam B.000.030.000 100 4.000.000.000 12.808.000.000
Brovins! pacs wilayah yang tersedia alur | 5000 018 | 4550 | 1450 | 55 BOE.000.000 ko
pelayaran sungal dan danaw vang dapat
ditayari
8 |Terpenuhirye standar kesalamatan bagi Program Peninglkatan gram Peningkatan Pe a.-_”.;. : ”nﬂ_..
kapal sungai dan daneu yeng beraperas) Peayelenggasaan, ”Ea-_r_.ﬁmuhu? vm:.._afumuaﬂsﬂ .
pada trayek antar Kabupaten/Kota Pembinaan dan mbinaan dan ™M ndan
dalam Proving Pengawasan Pelayanan ren n ey 5,000,000 100 - ot " 75,000,000 2,740.000.000
100,00 014 | 9662 | 338 | 100 {asppdan Laut (APBN) 3.600.000.000 100 |ASDP dan Laut - ASDF dan Laut : o
5 |Tersediarys SDM yang memiiki Program Peningkztan Program Paningkatan HaﬂH: Peningkatan
kempatens) sebagal awak kapal Pemyalenggaraan, Penyelanggaraan, niyebenggarsan,
Pembinean dan Pambinaan dan
anghkutan sungal dan danau Pembinaan dan Pengawaskn Pelzyanan Pangawazan Pelayanan
Pengawasan Pelayanan Bedum adanya Formasi CPNS
100,00 014 | 9662 | 338 | 100 |aspe danLaut £.000.000,000 100 |ASDPdan Laut (APBN] | 6000000000 | 200 aSDP dan Laut (APBN) 6.000.000.00 18000000000 |\ ik Posisi tersabut
10 |Tersedianya kapal penyeberangan yang Program Peningkatan Program Feninghainn vk Peningiatan
heroperasi pada lintas antar Panyednggaraan, Penyelanggarasn, Panyakinggaraan,
Pembinaan dan Pemblnzan dan Dikelola Oleh Perusahaan
Kabupaten/Xota datam Pravins| yang Pambinaan dan Pangawasan Palayanan 00 |Pengawesen Pelayanan | 32000000000 |  96.000.000.000  |Swa ASDP) st2u
menghubungkan [alan Provinsl yang 75,00 2014 53,33 | 21,67 70 |Pengawasan Pelayanan 22.000,000.000 100 .__.uq__..__ﬂ.________. _..”5 3y 32.,000,000.000 1 3hu._.____.._=._ o 000, . ; o sta (FT. ja
rerputis aleh perairan ASDP dan Laut g
11 |Tersedianya pelebuhan pada satiag Pragram Penpambangan ”H.__ubuw_..u._._n _.”Hnﬂsumamu_. Hﬂhﬁhuﬁlmamz. bangan
ibukota Proving dan ibukota LLASDP [APEN] Kewenangan dimiliki oleh
Kabupaten/Kota yang mesmilisi Kamauntesian Perhubungan
pelzvanan anghutan penyabesangan A00,000,000.000 100 A400,000,000.000 1.200,000.0000000 | [dalam hal inl diberikan
vang beroperasl pada lintas antar 75,00 i 86,57 843 a... #00.000.000.000 100 kepada Kantor Syshbandar
Kabupaten/Kota dalam Provinst dan dan Otaritas Pelabwhan)
tidak ada altesnatif jalan
nghat Pening
13 [Terpanuhénya standar keselamatan Program Peningkatan nz..ni_j Pen an __“_“oﬁma _ﬂmr..u_..
kapal dengan ukuran di bawsh 7 GT dan Penyelenggaraan, _u_z.____.n. !ﬁ”-mmz_ P e__._””mm..:;_
apal yang beroperesi pada lintas Pesnbinzen dan ....I:.qufﬂnﬂ-.._ H_ ?Hﬁi n Peltyanan
peryebarangan antar Kabupaten/Kota Pengawasan Pelayanan en n PElayanan . ﬁins!mnz Dianilkd oih
dalam Provisi 100,00 2014 50,00 100 |ASDP dan Laut I —— 100 ASDF dan Laut 2.160.000.000 100 [ASDP dan Laut 2160000000 5,480L000.000 Dinas Perhubungan abupaten
. . IBengelalzan Dilakukan T (Pengelalaan Dilakukan (Pengeiolazn Dilakukan di ot
di Kabupaten Kota) di Kabupaten Kota) Kabupaten Kota)
13 [Tersedianys SOM yang memilikl Program Peningkatan w i Pari aE., tan o un:.h_nﬁa
kompatensi sehagal awak kapal Panyelenggarann, enyelenggaraan, riyelenggaraan,
Pemmibinaan dan Pembinzan dan
penyeberangan dengan ukuran di Permbinaan dan Sengs 1 Pelayanan Pen an Padavanan Pengelolaan dilskukan oleh
bawah 7 GT Pengawasan Pelayanan pata 3,600.000,000 100 e 3.600.000,000 10800000000 |Perusahaan Swasta (FT, ASDF)
100,00 2004 | S000 | 1000 | 200 oo e (APEN) 3.600.000.000 100 |ASDF dan Laut {APEM) ASDP dan Laut [APEN) ataw Perseorangan




14 |Tersedianya kapal laut yang beroperag Frogram Peningkatan —Ium_ﬂ_._ Peninghatan Program Peningkatan
padz lintas antar ¥sbupatan/Kota Panyelenggarsan, Penyalenggaraan, Pertyelenggeraan,
dalarm Provins| pade wilayah yang Fembinaan dan Pembinaan dan Pombinaan dan
merniliki alur pelsyaran dan tidak ada Pengawasan Pelayanan Pengawasan Pelayanan Pengawasan Pelayanan Fengelclaan dilakukan oleh
alternatif Jatan 100,00 2004 | 10000 | nog | doo  |ASDR dan Laut (APEN) 2.0BR.000,000,000 jg0  |ASDPdanLaut(APBN) | 3ppsoo00o0000 | 1op  |ASDPdanLaut(APBN| | 2082.000.000.000 | 6.264.000.000.000 |Perusshasn Swasts stau
Persearangan
16 [Tersedlanya dermaga pada satlap Program Pengembangan Pembangunan Pernbangunan Pelabuhan
ibukota Preving dan Ibukota LLASDS Pelabuhan Laut Tanjung Laut Tanjung Apl-apl
Kabupaten/Kota untuk melsyanl kapal Api-apl Kewenangan dimliik aleh
lzut vang bercperasl pada Bntas trayek Kementerian Perhubungan
|entar Kabupaten Kot dalam Pravins) 100,00 014 | 4550 | S4.80 0 72.B00,600,000 100 20,000.000.000 100 9.000.000.000 101800600000 ([dalam hal Inl diberikan
|pada wilzyah yang memiliid alur _ kepada Kantor Syahbandar
pelayaran dan tidek ada slternatf dan Otoritzs Pelabuhan)
angkutan Jalan
18 |Terpanuhinya standar keselamatan Program Peningkatan Program Peningkatan Frogram Paningkatan o
kapal dengan ukuran di bawah 7 &7 dan Penyalenggaraan, Fanyelenggaraan, _um...____.n._msnnmﬂg? Kawenangan dimilikl sleh
kapal yang beroperasl antar Pembinaan dan Pembinaan dan Pembinaan dan Kamanterian Parhubungan
Kabupaten/Kats dalarm Provins! Pengawasan Pelzyanan Pengawzsan Pelayanan Pengawasan Pelnyanan
100,00 2014 90,00 | 10,00 100 | jenp dan Laut [APEN) 2.160.000.000 100 1asDa dan Laut [ARBHN) 2.160.000.000 100 | jenp dan Laut (APEN] 1.160.000.000 6.4E0.000,000 [dalam hal Inl diberlkan
kepeda Kantor Syahbandar
dan Otoritas Pelabuhan)
17 |Tersedianys SOM yang rmernliikl Pregramn Paningiatan Frogram Peningkatan Prograrn Peningkatan
kamgpetens sebagal awak kapal untul Peryelenggaraan, Penyelenggarazn, Paryelenggaraan,
Pembi d Pembi dal
an an Pelayanan | r
| 100,00 014 90,00 | 1000 | 100 | asan 3.600.000.000 100 |ASDE dan Laut [APEN] 3.600,000.000 100 cna dan Laut (APBN] 3,600.000,000 10.800.000,000  |Perusahaan Swasta atau
Parsaorangan
i 1
TUMLAH | 2.718,988.600.000 | 2.674.860.000.000 2.667.085.000.000 | 8.060.523 600.000




